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KOORDINASI

SUPERVISI



0201 0403

Kerugian Keuangan Negara

Ps. 2, Ps. 3

(Penyalahgunaan Wewenang)

Suap-menyuap

Ps. 5(1) a, b; Ps. 13; Ps. 5(2); Ps. 

12 a, b; Ps. 11, Ps. 6(2); Ps. 12 c,d

Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8; 9; 10 a, b, c

Pemerasan

Pasal 8; 9; 10 a, b, c

0605 0807

Perbuatan Curang

Ps. 7(1) a, b, c, d; Ps. 12 h

Konflik Kepentingan dalam 

Pengadaan

Pasal 12 huruf i

Gratifikasi

Pasal 128 jo Pasal 12C

Tindak Pidana Lain yang 

Berkaitan Dengan Korupsi

1.Merintangi Proses

2.Keterangan Kekayaan

3.Keterangan Rekening

4.Keterangan Palsu

5.Identitas Pelapor

JENIS TIPIKOR
(UU NO.31/1999 JO. UU NO. 20-2001)



PENDAHULUAN

DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH 1

Nilai Perolehan PI 10% bagi daerah relatif besar,

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan

dan kesejahteraan daerah

Kebijakan PI 10% belum mampu memberikan

manfaat yang optimal bagi daerah penerima

a.

b.

c.

PI 10% adalah Kebijakan Pemerintah sebagai

bagian strategi nasional dalam pengelolaan

migas dengan melibatkan daerah penghasil



DASAR HUKUM

DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH 1

1. UUD 1945

2. UU NO. 22 TAHUN 2001 ttg Minyak & Gas Bumi

diubah dengan UU NO. 6 TAHUN 2023 ttg Cipta Kerja

3. UU NO 19 TAHUN 2019 ttg KPK

4. PP NO. 35 TAHUN 2004 jo. PP NO. 55 TAHUN 2009

ttg kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

5. PERPRES NO. 9 TAHUN 2013 jo. PERPRES NO. 36 TAHUN 2016

ttg penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

6. PERMEN ESDM NO. 37 TAHUN 2016 jo. PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2025

ttg ketentuan penawaran participating interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah

kerja minyak dan gas bumi



PERMASALAHAN

DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH 1

Mengapa PI 10% belum memberikan dampak signifikan untuk daerah ?

Kelemahan tata kelola dalam implementasi kebijakan PI 10%
 Koordinasi dan Sinergi Kolaborasi

 Pengawasan dan pengendalian

 Regulasi

 Transparansi dan akuntabilitas

 Sarat konflik kepentingan

 Strategi pengembangan bisnis

Rentan terjadinya tindak pidana korupsi

01

02

03

Perbedaan persepsi terkait kebijakan PI 10% antara pemangku 

kepentingan terkait
 Tempus pelaksanaan hingga penerimaan PI 10%

 Persentase cross border reservoir  (Wilayah penerima)

 Persentase pembagian besaran nilai PI 10% (Pemberi dan penerima PI 10%)



KASUS KORUPSI TERKAIT PI 10%
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IDENTIFIKASI ISU SENSITIF
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Akuntabilitas kegiatan 

pengembangan bisnis 

oleh KKKS

Perbedaan laporan 

hasil produksi migas 

KKKS

01

02

03

Kapasitas produksi 

lifting sebelum dan 

sejak dikelola PHR

Akuntabilitas 

perhitungan pajak 

migas oleh KPP Migas 

untuk KKKS dan BUMD 

Pengelola

05

Ketidaksesuaian laba 

bersih KKKS dengan 

penerimaan PI 10% 

oleh BUMD

04

Mekanisme 

perhitungan PI 10% 

yang menghasilkan 

perolehan PI 1$ / Bulan

06

Transparansi 

komunikasi antara 

BUMD Penerima -

BUMD Pengelola - KKKS

07

Akuntabilitas 

usaha/bisnis BUMD atau 

anak perusahaan BUMD 

Pengelola 

(Provinsi/Kabupaten)

08

Akuntabilitas 

pembentukan BUMD dan 

rekrutmen Direksi BUMD

09

Ketentuan pembagian 

persentase keikutsertaan 

saham Provinsi-Kab/Kota 
(Pasal 5 (3) Permen ESDM No 1 Tahun 2025)

10

Tempus perhitungan 

pembagian PI 10%
11



MITIGASI RISIKO
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PROSES PENAWARAN PI

Publikasi terbuka proses penawaran, membuat

portal informasi online,  dan verifikasi

independen.

KELAYAKAN BUMD

Audit status hokum dan keuangan, calon direksi

melaksanakan fit & proper test, dan BUMD 

harus dimiliki mayoritas oleh daerah

penghasil.

BENTURAN KEPENTINGAN

Deklarasi benturan kepentingan, aturan

mengenai larangan rangkap jabatan, pelaporan

gratifikasi ke KPK.

PEMBAGIAN DANA PI

Kajian teknis lembaga independen, publikasi

dasar atas pembagian dana PI, keputusan harus

diambil berdasarkan data yang transparan.

PEMANFAATAN DANA PI

Audit keuangan tahunan, perlu adanya

pengawasan langsung oleh Inspektorat, 

melaporkan pemanfaatan dana PI kepada

DPRD setiap semester.

PERJANJIAN DAN 

PENGALIHAN PI

Penerbitan regulasi untuk Whistleblowing 

System (WBS) yang memuat perlindungan

pelapor serta sanksi tegas.



SARANA PENGADUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar Anda,

segera laporkan melalui email (pengaduan@kpk.go.id), call center (198), aplikasi KPK

Whistleblower's system (kws.kpk.go.id) atau datang langsung ke Gedung Merah

Putih KPK.

Masyarakat yang membuat laporan pengaduan (Pelapor) ke KPK akan dijamin dan

dilindungi kerahasiaan identitasnya, dengan ketentuan pelapor tidak mempublikasikan

laporan pengaduannya sendiri. Jika dibutuhkan, KPK dapat memberikan pengamanan

fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

KOORDINASI

SUPERVISI



KOORDINASI DAN 
SUPERVISI WILAYAH 1

pengaduan@kpk.go.id

198 (Call Center)

0811-959-575 (WhatsApp)

Jl. Kuningan Persada Kav. 4 , Jakarta Selatan

LAYANAN PENGADUAN

KONTAK KOORSUP WILAYAH I

Kasatgas Koorsup Wil. I: 0821-3490-8441 (Harun Hidayat)


